
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRASI  KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK 

PENGHASILAN  ORANG PRIBADI PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 
 

(Procedure For The Removal Of Adminisstrative Sanctions To Delay Tax 
Payments People At Tax Office Service Pratama South Malang) 

 
 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 
 

 
 
 
 
 

oleh 
 

Heru Dwi Saputra 
NIM 130903101040 

 
 

 
 
 
 

 
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS JEMBER 
2016 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


i 
 

 

 
 

 
 
 
 

PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRASI  KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK    

PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN 

 
 
 
 

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA 
 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma  

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Jember 
 
 

 
 
 
 
 

 
oleh 

 
Heru Dwi Saputra 
NIM 130903101040 

 
 

 
 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER 

2016 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ii 
 

PERSEMBAHAN 
 

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya Ayah Katiman  dan Ibu Paini yang tercinta atas kasih 

sayang dan doa serta pengorbanannya senantiasa memberikan semangat dalam 

menyelesaikan laporan ini; 

2. Kakak Hendrik Harianto tercinta yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan; 

3. Keponakanku tercinta yang selalu menghibur saya; 

4. Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku yang setia memberikan dukungan 

selama penyelesaian laporan ini; 

5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 
iii 

MOTO 

 

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 

ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya 

memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya 

memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi)*) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*http://uzumet.blogspot.co.id/2014/12/motto-hidup-berdasarkan-al-quran-dan.html 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Keterlambatan 

Pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan;Heru Dwi Saputra; 2016:124 halaman; 

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pratama 

Malang Selatan selama satu bulan dengan kegiatan untuk membantu proses 

administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Tujuan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk memahami, mengetahui dan mendapatkan 

pengalaman kerja secara nyata mengenai Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi 

Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Data-data dalam laporan 

menggunakan metode observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. 

Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan dapat menyimpulkan bahwa permohonan penghapusan sanksi 

administrasi guna untuk mendorong kepatuhan wajib pajak meningkat dalam 

administrasi perpajakan dan membangun basis perpajakan yang kuat. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 91/PMK.03/2015 Wajib Pajak Diberikan kesempatan 

untuk memperbaiki kesalahan atau kekhilafan atas administrasi pajak dengan 

bantuan penghapusan sanksi administrasinya. Contohnya dalam membayar pajak 

wajib pajak ditemukan kesalahan dalam membayar pajak dimana pajak yang harus 

dibayar melewati jatuh tempo pembayaran sehingga menimbulkan adanya sanksi 

administrasi. Prosedur permohonan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan 

pembayaran pajak penghasilan orang pribadi menjelaskan mengenai proses 

administrasi perpajakan penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran pajaknya 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun, dalam prosedur permohonan 
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penghapusan sanksi administrasi masih terdapat kendala yang dirasakan oleh wajib 

pajak dalam melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Walaupun 

Peraturan ini berlaku sampai 2015 penulis ingin kebijakan peraturan sebaagi rujukan 

pengetahuan dibidang perpajakan. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 874/UN25.1.2/SP/2016, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan llmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang setiap tahun 

berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor 

guna meningkatkan pembangunan di segala bidang. Perpajakan merupakan sektor 

penerimaan negara dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Melalui 

perpajakan, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk pembangunan 

nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. 

Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak kecil, sehingga 

memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak untuk membiayai rumah tangga 

negara. Sebab pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam melalukan 

penerimaan Negara. Dalam perpajakan, Lembaga Negara yang menjadi pelaksana 

yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia bertugas melayani wajib pajak untuk 

melakukan perpajakan secara benar. 

Sistem pemungutan pajak di indonesia menggunakan Self Assesment System, 

yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung 

jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem tersebut dapat 

memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk meningkatan kesadaran dan peran 

dalam melakukan penyetoran pajaknya (Waluyo dan Wirawan, 2003:18) 

Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 

28 Tahun 2007 KUP). Pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini 

sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah 
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iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(Pasal 1 Ayat 2 UU NO. 28 Tahun 2007 KUP). Setiap orang pribadi atau badan 

yang mempunyai hak atau kewajiban untuk membayar pajak penghasilan 

merupakan wajib pajak sebagai pembayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan 

merupakan Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. 

 Sebelum melakukan pembayaran pajak atas penghasilan, wajib pajak harus 

mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai sarana dalam melakukan 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagi tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak melakukan sarana 

administrasi yang meliputi menghitung pajak, membayar atau menyetor pajak, dan 

melaporkan pajak yang telah diatur pada perundang- undangan.  

Kebijakan pemerintah yang selalu terbaru dengan banyak mengeluarkan 

peraturan - peraturan terbaru. Pada tahun 2015, pemerintah membuat kebijakan 

program besar tahunan yang pada tahun tersebut yaitu program pembinaan wajib 

pajak. Dalam program pembinaan pajak pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi 

adminitsrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan 

surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. 

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang dapat mendorong wajib 

pajak menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetorkan  

kekurangan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan, serta melaksanakan 
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pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan 

negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen 

kebijakan  dibidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU 

KUP), Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau 

menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang 

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 

bukan karena kesalahannya. 

Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku hanya akhir desember di 

tahun 2015. Pemerintah berusaha menyampaikan peraturan sanksi pajak melalui 

sosialisasi.  Sosialisasi di harapkan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh 

masyarakat, khususnya Wajib Pajak yang belum taat perpajakan. Wajib Pajak akan 

dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika Wajib Pajak mentaati perpajakan 

sesuai undang – undang yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat yaitu 

kepatuhan secara formil antara lain menghitung, membayar, melaporkan pajaknya.  

Untuk mengetahui administrasi perpajakan atas perihal tersebut dalam 

melakukan penghapusan sanksi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang selatan adalah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama diatur dalam Nomor 132/PMK.01/2006 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak  

pasal 58 yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak 

Langsung Lainnya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Penulis  mengambil Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata karena proses dalam 

melakukan sarana dalam administrasi dan juga berdasarkan pada kedekatan materi 

pekerjaan dengan materi kuliah. Pada Praktek Kerja Nyata ini penulis lebih memilih 

proses permohonan penghapusan sanksi adminitrasi dibandingkan dengan lainnya, 

Karena hal tersebut akan  mendorong wajib pajak menyampaikan untuk surat 

pemberitahuan, membayar atau menyetorkan  kekurangan pembayaran pajak dalam 

surat pemberitahuan, serta melaksanakan pemberitahuan di tahun 2015 sebagai 

upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan 

yang kuat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul tentang ” Prosedur  Permohonan  Penghapusan  Sanksi Administrasi 

Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan’’. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang  telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam laporan ini adalah “Bagaimanakah prosedur  permohonan  penghapusan  

sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?” 

 

 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui dengan jelas tentang 

Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan 

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan. 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan penulis terutama mengenai penanganan dan 

gambaran bagaimana proses permohonan penghapusan sanksi 

administrasi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan orang 

pribadi . 

b. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh 

sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata.  

c. Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember 

2. Bagi Universitas Jember 

a. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

b. Sebagai gambaran dan pengatahuan akademik tentang permohonan 

penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak 

penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang selatan. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan  

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan 

nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan 

administrasi perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Definisi 

pajak menurut Soemitro, S.H, (dalam Siti Resmi, 2016:1) Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran 

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan Undang-

undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung 

karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan 

yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan 

propinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk 

membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan 

masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia 

(TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain lain. 

 

2.2   Unsur-unsur Pajak 

Unsur-unsur Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 
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2. Berdasarkan Undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.3 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Resmi (2016:1), yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan –

tujuan tertentu di luar bidang keuangan.  

 

2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

Berdasarkan undang- undang KUP No. 28 tahun 2007 bahwa: 

1. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

2. Subjek Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 
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3. Objek Pajak  

Adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.5    Asas Pemungutan Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan 

dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut 

pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas 

perlakuan pajak tertentu. Menurut Resmi (2016:9) asas–asas pemungutan pajak 

yaitu : 

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 

2. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa Sistem pemungutan 

pajak 

yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: 

1. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri; 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutangn, 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.7 Pengelompokan Pajak 

Berdasarkan undang- undang KUP No. 28 Tahun 2007 pengelompokan pajak 

dibagi : 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai. 
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2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan  

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

  Contoh : Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.  

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 

terdiri atas :  

1) Pajak propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan bakar kendaraan bermotor. 

2) Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan 

pajak hiburan dan lain-lain. 

 

2.8  Pengertian Pajak penghasilan 

 Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:61), Pajak Penghasilan merupakan 

jenis pajak subyektif yang berkewajiban pajaknya melekat padak subjek pajak 

yang bersangkutan, artinya keewajiban pajak tersebut dimasudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada subjek lainnya yang dalam rangka memberikan kepatian 

hukum dimana saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. 
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2.9  Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:58), pengertian Subjek Pajak 

meliputi orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut: 

1. Orang Pribadi adalah subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun diluar negeri. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah subjek pajak 

pengganti yang menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha maupun tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. 

4. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan, 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 

kegiatan di Indonesia. 

 

2.10 Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Wirawan dan Waluyo (2003:66), Objek pajak dapat diartikan 

sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar menghitung pajak yang terutang. Yang 

menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai  untuk komsumsi atau untuk 

menambah kekayaaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk 

apapun. Dilihat dari tambah kemampuan ekonomis kepada subjek pajak 

penghasilan dapat dikelompokan menjadi: 
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1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, 

akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak 

seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak 

yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 

4. Penghasilan lain- lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lainnya. 

 

2.11 Tarif Pajak 

Menurut pendapat Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yakni : 

1. Tarif Pajak sebanding/ proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap,terhadap berapapun jumlah yang 

dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. 

Contoh : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah sebagai berikut Rp.3000,00 

3. Tarif Progresif 

Persenatase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak 

semakin besar pula. 

Besaran tarif progresif menurut UU 36 Tahun 2008 pasal 17 Undang-

undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 
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Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Sumber: Mardiasmo (2011:9) 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

   4.  Tarif Progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar.  

 

2.12 Pembayaran Pajak 

 Menurut pendapat Resmi (2016:30) pembayaran pajak dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut: 

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.  

a.    Pembayaran angsuran setiap bulan (PPH Pasal 25). 

b. Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun. 

2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh 

Pasal 15, PPH Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). 

3. Melalui pembayaran pajak diluar negeri (PPh pasal 24). 

4. Pemungutan PPn oleh Pihak penjual yang ditunjuk pemerintah  

(Bendaharawan) 
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2.13   Pelaporan SPT  

    Surat pemberitahuan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal- hal 

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus wajib disi dengan benar, 

lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dngan menggunakan huruf latin dan 

angka arab, satuan mata uang rupiah dan menadatangani, serta menyampaikannya 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak (Siti Resmi, 2016) 

    Menurut Siti Resmi (2016: 39) Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dapat 

dibedakan sebagi berikut:  

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas : 

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26; 

b. SPT Masa PPh Pasal 22; 

c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26; 

d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

e. SPT Masa PPh Pasal 15 

f. SPT Masa PPN dan PPnBm 

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT 

Tahuan terdiri atas : 

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771- Rupiah); 

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 

menyelenggrakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang 

dolar Amerika Serikat (1771-US) 

c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan 

pembukuan atau norma perhitungan netto; dari satu lebih pemberi 

kerja; yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final; dan dari 

penghasilan lain ( 1770); 
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d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu lebih pemberi kerja;dalam negeri lainya; dan 

yang dikenakan PPh final ada atau bersifat Final (1770 S) 

e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan 

lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS). 

Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis dapat 

dilahat pada tabel berikut:  

 Tabel 2.2 Batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. 

No  Jenis SPT Masa Batas Waktu Pembayaran  Batas Waktu Pelaporan 

(a) (b) (c) (d) 

1. PPh 21/ 26 Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

2. PPh 23/ 26  Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

3. PPh 25 Tanggal 15 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

4. PPh 22, PPN, dan 

PPnBM oleh bea 

cukai 

1 hari setelah dipungut 7 hari setelah 

pembayaran  

5. PPh 22- 

Bendaharawan 

Pemerintah 

Pada hari yang sama  saat 

penyerahan barang 

Tanggal 41 bulan 

berikutnya 

6. PPh 22 –Pertamina Sebelum Delivery Order 

dibayar 

Paling lambat tanggal 

20 setelah masa paja 

berakhir 

7. PPh 22- pemungut 

tertentu 

Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak  
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(a) (b) (c) (d) 

8. PPh Pasal 4 ayat 

(2) 

Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

9. PPN dan PPnBM- 

PKP 

Akhir bulan berikutnya 

sebelum penyampaian SPT 

akhir masa pajak 

berikutnya 

10. PPN dan PPnBM- 

Bendaharawan 

Tanggal 17 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

11. PPN dan PPnBM – 

pemungut non 

Bendaharwan 

Tanggal 15 bulan 

berikutnya 

20 hari setelah akhir 

masa pajak 

12 a.PPh Wajib pajak 

Orang Pribadi 

 

 

 

 

b. PPh wajib Pajak 

Badan 

 

a. Tanggal 25 bulan 

ketiga setelah 

berakhiranya atau 

bagian tahun pajak 

 

 

b. Tanngal 25 bulan 

keampat setelah 

berakhirnya tahun 

atau bagian tahun 

pajak 

a. Paling lama 3 

bulan setelah 

akhir 

tahunpajak atau 

baian tahun 

pajak 

b. Paling lama 4 

bulan setelah 

akhir tahun 

pajak atau 

bagian tahun 

pajak. 

Sumber : Siti Resmi (2016:40)   

 

2.14 Pemeriksaan  

Pasal 1 angka 25 UU KUP menyebutkan pemeriksaan  adalah  serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart  

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 
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yang berlaku (Wirawan 2012:30). Pada Pasal 29 Ayat (2) UU KUP  Pemeriksaan  

dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya, oleh karena itu 

petugas pemeriksa harus  memiliki tanda pengenal  pemeriksaan dengan Surat 

Perintah  Pemeriksaan, serta memperlihatkannya  kepada Wajib Pajak yang 

diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukan pemeriksan 

kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis 

yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa. Dalam menjalankan 

tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertangung jawab, penuh 

pengertian, sopan, objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.  

 

2.15 Surat Tagihan Pajak  

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi adminitrasi yang berupa bunga dan/atau denda. Menurut Resmi 

(2016:50) Surat Tagihan Pajak Diterbitkan apabila: 

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 

2. Dari penghasilan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan atau salah hitung. 

3. Wajib Pajak dikenai sanksi adminitrasi berupa denda dan atau bunga. 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagi pengusaha kena pajak, tetapi tidak 

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak maupun tidak tepat waktu. 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak 

mengisi faktur pajak secara lengkap. 

6. Pengusah Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan.  

7. Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian 

Pajak Masukan  
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2.16 Fungsi STP 

Menurut Resmi (2016) ada beberapa fungsi di antaranya: 

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak. 

2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

3. Alat untuk menagih. 

 

2.17 Penghapusan Sanksi Adminitrasi 

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf a  UU KUP menyebutkan  Direktur 

Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 

kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak 

dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahanya. (Wirawan & Suhartono, 2012) dan Peraturan Menteri Keuangan  

NO. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi adimnistrasi. 

Sanksi administrasi berupa bunga dan denda  yang terutang sesuai dengan 

ketentuan  Pasal 7, Pasal 8 Ayat 2, Pasal 8 ayat 2a, Pasal 9 Ayat 2a, Pasal 9 Ayat 

2b, Pasal 14 Ayat 4 Undang – undang KUP. Sanksi administrasi yang dikenakan 

karena kekhilafan wajib pajak atau karena kesalahannya di antara lain : 

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan dan atau SPT 

masa. 

2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran 

pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk 

suatu saat atau masa pajak sebagaimana tercantum SPT masa. 

4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas 

SPT Tahunan Pajak penghasilan dan atu SPT masa yang sebelumnya yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. 

 Sanksi administrasi yang dapat diajukan setelah Surat Tagihan Pajak 

(STP) di terbitkan. Dalam melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi Wajib tidak boleh melakukan tindakan –tindakan di antaranya: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 

 

 

 

1. Tidak diajukan keberatan  

2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak 

3. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi 

ketetentuan formal keberatan. 

Tindakan penagihan pajak  atas Surat Tagihan Pajak  tersebut 

ditangguhkan apabila wajib pajak menyampaikan permohonan  dengan memenuhi 

persyaratannya yaitu sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum 

dibayar oleh Wajib Pajak dan atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak 

sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang selatan awalnya adalah bentuk 

kantor pelayanann induk yaitu “Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada 

dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor pelayanan 

induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai  dengan jenis  pajak 

yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan 

pembayaran jenis pajaknya. 

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan sruktur kantor pajak di seluruh 

indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis 

pajaknya menjadi pembagian Kantor pelayanan pajak yang bedasarkan Wajib 

pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan 

Kantor Pajak Madya. KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. 

Dalam rangka guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan 

pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainya diresmikan diseluruh Kantor 

Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang 

merupakan KPP induk dan KPP induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah 

kerjanya di Kabupaten maupun Kota Malang dipecah menjadi KPP Pratama 

Malang Selatan , KPP Prtama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP 

Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang terdiri dari KPP 

Kepanjen untuk kabupaten Malang bagian selatan sedangkan kabupatten malang 

bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja kota 
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Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai 

berikut : 

1. KPP Pratama Malang Selatan : wilayah kerja kecamatan Klojen, Sukun dan 

Kedungkandang. 

2. KPP Pratama Malang Utara : wilayah kerja kecamatan Lowokwaru dan 

Blimbing.    

 

3.2  Visi, Misi, dan Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan 

 Khususnya untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya sesuai dengan Nilai-

Nilai Kementerian Keuangan dan Visi, Misi dan Tujuan KPP Pratama Malang 

Selatan. 

1. Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah menjadi 

institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem perpajakan modern yang 

efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan 

profesionalisme yang tinggi. 

2. Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah 

menghimpun penerimaan pajak negara bedasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang 

efektif dan efesien. 

3. Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah 

memberikan kontribusi pemasukan bagi negara dari sektor perpajakan. 

 

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi 

serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

organisasi. Untuk menjadi suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi 

instansi mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila 

di dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian 

tugas, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, 
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kesatuan dan tanggung jawab, serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Struktur 

organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan No.206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disajikan pada gambar 3.1 

sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA MALANG SELATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2016) 

1.    Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan 

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 

penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang 
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perpajakan serta pengolahan dan pemeliharaan di bidang perpajakan. 

2.    Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan 

kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan 

risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis. 

3.    Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI ) 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,  

urusan  tata  usaha  penerimaan  perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan 

Bangunan, pelayanan  dukungan teknis  komputer,  pemantauan  aplikasi  e-

SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja 

organisasi. 

4. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 

Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

5. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang 

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

6. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 
 

pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan 

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi 

untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib 

Pajak baru. 

8.    Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas  melakukan proses  

penyelesaian permohonan  Wajib  Pajak,  usulan  pembetulan ketetapan 

pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta 

usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

9.    Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan VI 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan VI mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data 

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 

ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. 

10.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai pembantu dalam 

setiap seksi yang ada guna mempermudah kinerja setiap seksi yang ada. 

Kelompok ini ada dalam setiap seksi-seksi yang ada dalam strukur oranisasi 

KPP Pratama Malang Selatan. 

 

3.4 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

yang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan di 

bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas 

pokok sebagai instansi pemerintah yakni melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 

dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
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Nilai, Pajak Penjualan atas Barang  Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak 

Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Disamping menjalankan tugas diatas, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian  informasi  perpajakan,  pendataan objek  dan subjek 

pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas  perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelayanan perpajakan; 

6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 

7. Pelaksanaan ekstensifikasi; 

8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

12. Pembetulan ketetapan pajak; 

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan 

14. Pelaksanaan administrasi kantor 

 

3.5 Lokasi Instansi 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka 

Utara No.3 (Telp. 0341-361121 Fax 364407) Malang 65119 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan tentang Prosedur Permohonan Penghapusan Sanksi 

Adminitrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Sanksi Administrasi dapat dihapus atau dikurangkan karena disebabkan adanya 

kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang 

merupakan kewenangan Direktur Jendral Pajak karena jabatannya atau atas 

permohonan Wajib Pajak 

2. Proses atau tata cara dalam penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan 

dengan mengajukan surat permohonan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan 

Pajak yang terdaftar, tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak diterbitnya 

Surat Tagihan Pajak (STP), Wajib pajak telah melunasi pajak terutang, dan 

tidak diajukannya keberatan atas ketetapan pajak.  

3. Penghapusan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi 

4. Sebelum mulai melakukan permohonan penghapusan sanksi adminitrasi, Wajib 

Pajak terlebih dahulu mendapatkan Surat Tagihan Pajak atas bunga 

keterlambatan pembayaran pajak penghasilan yang telah disampaikan oleh 

pihak Kantor Pelayan Pajak Pratama Malang selatan. 

5. Ada tahapan dalam melakukan permohonan sanksi adminitrasi, Wajib Pajak 

melakukan pengisian pada surat permohonan sanksi administrasi dengan 

persyaratan yang telah diatur pada peraturan- peraturan pemerintah tentang 

tatacara pengisian permohonan penghapusan sanksi administrasi  . 

6. Pada tahapan selanjutnya Wajib Pajak menyerahkan surat permohonan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang selatan.  
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7. Wajib pajak harus menunggu keputusan atas surat permohonan selama 6 bulan 

sejak tanggal diterima surat permohonan. 

8. Dalam melakukan permohonan diharapkan tidak melakukan tindak upaya 

hukum lainnya. 

` Walaupun hanya berlaku sampai tahun 2015, namun kebijakan tersebut dijadikan 

rujukan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. 

 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan  tentang Prosedur permohonan  penghapusan  sanksi 

adminitrasi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

penulis memiliki beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di antara 

lain : 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan harus melakukan sosialisasi 

yang lebih persuasif  kepada wajib pajak tentang kebijakan – kebijakan terbaru 

yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan hendaknya meningkatkan 

upaya-upaya dalam menghadapi kendala wajib pajak dalam pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi pajak 

3. Wajib Pajak harus selalu Update kebijakan- kebijakan terbaru pemerintah untuk 

menganstipasi bahwa wajib pajak memanfaatkan fasilitas untuk 

mengembangkan perpajakan lebih kuat dan agar dapat meningkat kepatuhan 

Wajib Pajak. 

4. Diharapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi akan semakin baik 

dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar mencapai 

tingkat optimal. 
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